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ABSTRAK

Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan
peningkatan signifikan dengan tercatatnya 37.295 pengaduan pada tahun 2025,
yang mencerminkan tingginya kompleksitas hubungan hukum antara pelaku usaha
dan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mengatur
perlindungan konsumen guna menjamin sistem keuangan yang stabil dan
transparan. Salah satu regulasi krusial yang diterbitkan adalah Peraturan OJK
Nomor 61/POJK.07/2020 yang menyatukan berbagai lembaga sengketa terpisah
menjadi satu sistem terintegrasi melalui LAPS SJK. Namun, efektivitas regulasi ini
masih menghadapi tantangan aksesibilitas bagi masyarakat pedesaan yang memiliki
tingkat literasi keuangan rendah, yakni sebesar 59,60 persen. Penelitian ini berfokus
pada analisis yuridis kedudukan POJK Nomor 61/2020 serta kesesuaiannya dengan
prinsip Magasid asy-Syari ‘ah dalam penyelesaian sengketa jasa keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang
digunakan adalah POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data diperoleh
melalui observasi peraturan, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber ahli
hukum ekonomi syariah guna memperkuat hasil penelitian. Data dianalisis secara
kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif
mengenai penerapan regulasi tersebut dalam perspektif hukum positif dan teori
Magasid asy-Syari ‘ah Muhammad Thahir Ibn Ashur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 61/2020 berkedudukan
sebagai lex specialis yang menerapkan Single Bar System. Regulasi ini bersifat
mandatori bagi PUJK, di mana putusan LAPS SJK memiliki kekuatan hukum tetap
(inkrah), bersifat final dan mengikat, serta“tidak dapat diajukan upaya hukum
banding: Dari petspektif Magasid asy-Syari‘ahilbn Ashur, hal ini mewujudkan
ketertiban (al/-indhibat) dan transparanst (a/-wudhuh). Meskipun secara normatif
memberikan kemaslahatan, efektivitasnya masih”terkendala rendahnya literasi
masyarakat pedesaan yang mengakibatkan tingginya angka penolakan permohonan
sengketa.

Kata Kunci: LAPS SJK, POJK No. 61/2020, Sengketa Keuangan, Magasid
asy-Syari ‘ah, Kepastian Hukum



ABSTRACT

Dispute resolution in Indonesia's financial services sector has shown
significant improvement, with 37,295 complaints recorded in 2025, reflecting the
high complexity of legal relationships between businesses and consumers. The
Financial Services Authority (OJK) has the authority to regulate consumer
protection in order to ensure a stable and transparent financial system. One of the
crucial regulations issued is OJK Regulation Number 61/POJK.07/2020, which
consolidates various separate dispute institutions into one integrated system
through LAPS SJK. However, the effectiveness of this regulation still faces
challenges in terms of accessibility for rural communities with low financial
literacy, which is 59.60 percent. This study focuses on the juridical analysis of
POJK Number 61/2020 and its conformity with the principles of Magqasid asy-
Syari‘ah in the settlement of Islamic financial services disputes.

This type of research is empirical legal research with a legislative and
conceptual approach. The primary legal material used is POJK Number
61/POJK.07/2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the
Financial Services Sector. Data collection techniques were obtained through
observation of regulations, documentation, and interviews with experts in Islamic
economic law to strengthen the research results. The data were analyzed
qualitatively using descriptive methods to provide a comprehensive picture of the
application of these regulations from the perspective of positive law and
Muhammad Thahir Ibn Ashur's Maqgasid asy-Syari ‘ah theory.

The results of the research show that POJK Number 61/2020 is positioned
as lex specialis which applies the Single Bar System. This regulation is mandatory
for PUJK, in which the decision of LAPS SJK has permanent legal force (inkrah),
is final and binding, and caunotbe appealed | Fromthe perspective of Maqasid asy-
Syari‘ah-Ibn Ashur, ;this embodies order (al-indhibat) and transparency (al-
wudhuh). Although normatively.beneficial, its effectiveness is still hampered by low
literacy rates in rural communities, resulting in high rates of rejection of dispute
applications.

Keyword: LAPS SJK, POJK No. 61/2020, Financial Disputes, Magqdasid asy-
Syari‘ah, Legal Certainty
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain.
Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke
Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama .
Arab
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba’ B Be
= Ta’ T Te
= Sa’ S es (dengan titik di atas)
¢ Jim J Je
< Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
< Kha’ Kh ka dan ha
: Dal D De
2 Zal 7 76 (dengan titik di atas)
’ Ra’ R Er
2 Zai z Zet
< Sin S Es
4 Syin Sy es dan ye
<= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)




= Ta’ T te (dengan titik di bawah)
- za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

= Fa’ F Ef

2 Qaf Q Qi

. Kaf K Ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

o Nun N ‘en

’ Waw w W

’ Ha’ H Ha

- Hamzah ¢ Apostrof

3 Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

B Ditulis Muta ‘addidah
s Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatilfan ditulis h
EIAEN Ditulis hikmah
L Ditulis ‘illah




(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

BRENEES Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbatah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah
ditulis t atau h.

S Ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. - Fathah Ditulis A
2. ———ien Kasrah Ditulis 1
3. G- Dammah Ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis a
i Istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis a
o Unsa
h ] Kasrah + ya’ mati Ditulis r
st al-‘Alwant
4 Dammah + wawu mati Ditulis i
asle ‘Uliim
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F. Vocal Rangkap

1. Fathah diikuti Ya’ Mati Ditulis Ai
Ay Ditulis Bainakum
2. Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
il Ditulis a’antum
el Ditulis ‘u’iddat
PRy Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

I.

Bila diikuti huruf Qomariyyah

Sl

Ditulis

al-Qur’an

sl

Ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangakaian Kalimat

Syamsiyah yangmengikutinya, serta menghilangkan huruf 7’ (el) nya.

ST

Ditulis

ar-Risalah

gl

Ditulis

an-Nisa’

vas Al g5

Ditulis

Zawt al-furid

) Jal

Ditulis

Ahl as-Sunnah
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J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tahun 2025, tercatat sebanyak 37.295 pengaduan konsumen di
sektor jasa keuangan. Dari jumlah tersebut, 14.335 kasus dari sektor perbankan,
13.784 kasus dari layanan teknologi keuangan (financial technology), dan 7.438
kasus dari perusahaan pembiayaan.! Peningkatan jumlah pengaduan tersebut
menggambarkan kompleksitas yang semakin tinggi dalam hubungan hukum antara
pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, seiring dengan pesatnya inovasi serta
digitalisasi layanan keuangan di Indonesia.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa
di sektor jasa keuangan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, dari aspek
pelaksanaan prosedur; efektivitas mekanisme, maupun tingkat-aksesibilitasnya bagi
masyaraKat.”? Dalam praktiknya, banyak konsumen belum memiliki pemahaman
yang memadai terkait tata cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (non-

litigasi), sehingga sebagian besar perkara yang berlangsung lama bahkan gagal

! Ignatia Maria Sri Sayekti, “OJK Terima 37.295 Pengaduan Lewat Portal Perlindungan
Konsumen per September 2025,” kontan, 2025, https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-
37295-pengaduan-lewat-portal-perlindungan-konsumen-per-september-2025.
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-37295-pengaduan-lewat-portal-perlindungan-
konsumen-per-september-2025

2 Mhd Dicky Safii Harahap et al.,, “Yurisdiksi LAPS Dalam Penyelesaian Sengketa
Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 8 (2022).



https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-37295-pengaduan-lewat-portal-perlindungan-konsumen-per-september-2025
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-37295-pengaduan-lewat-portal-perlindungan-konsumen-per-september-2025

mencapai penyelesaian. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dialami oleh
masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, mengingat tingkat literasi serta
inklusi keuangan mereka relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat
yang tinggal di wilayah perkotaan.?

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun
2025 yang dilakukan oleh OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi
keuangan masyarakat pedesaan hanya mencapai 59,60 persen, dengan tingkat
inklusi sebesar 75,70 persen, lebih rendah dibanding masyarakat perkotaan yang
mencatat 70,89 persen untuk literasi dan 83,61 persen untuk inklusi.*

Rendahnya pemahaman ini berpengaruh langsung pada kemampuan
masyarakat dalam mengakses layanan penyelesaian sengketa keuangan. Hal
tersebut terlihat dari laporan OJK bahwa sepanjang 2024 terdapat 2.698
permohonan sengketa yang diajukan ke LAPS SJK, namun 425 di antaranya ditolak
karena tidak memenuhi syarat administratif maupun substantif. Tingginya
permohonan yang tertolak menunjukkan bahwa masyarakat masih kesulitan
memahami mekanisme penyelesaian sengketa, terutama di wilayah dengan akses
informast terbatas.’ Data int menunjukkan keterbatasan masyarakat pedesaan dalam

memahami dan mengakses informasi mengenai layanan keuangan, termasuk

3 Khairunnisa Febrianti Ariani and DKk, “Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat
Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan,”
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik 1, no. 6 (2024): 119-28.

4 OJK&BPS, Siaran Pers Bersama: Indeks dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat,
Diakses 27 Oktober 2025, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-
Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK -Tahun-2025.

5 OJK, Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Yang Kuat dan Stabil Untuk Mendukung
Prtumbuhan ~ Ekonomi  Yang Berkelanjutan, Diakses 17 November 2025,
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-K euangan-

yang-Kuat-dan-Stabil-untuk-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-yang-Berkelanjutan



https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-Keuangan-yang-Kuat-dan-Stabil-untuk-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-yang-Berkelanjutan
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-Keuangan-yang-Kuat-dan-Stabil-untuk-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-yang-Berkelanjutan

mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga masih terdapat kesenjangan akses
terhadap lembaga penyelesaian sengketa keuangan, khususnya di daerah yang jauh
dari pusat kegiatan ekonomi dan pengawasan regulator.

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu pilar penting perekonomian
nasional yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar sektor
ini berjalan sesuai harapan, setiap lembaga penyedia jasa keuangan harus berada di
bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Sebelum adanya perubahan sistem,
lembaga keuangan non-bank diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan lembaga
keuangan bank diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Namun, sejak tahun 2011,
melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK),® pemerintah menerapkan model pengawasan terpadu terhadap
seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sebagai upaya memperkuat stabilitas dan
transparansi sistem keuangan nasional.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, OJK berupaya mewujudkan
perlindungan konsumen melalui penerapan regulasi dan kebijakan yang
terintegrasi,. peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan mekanisme
penanganan “pengaduan ~dan ~penyelesaian sengketa, serta pengembangan
infrastruktur perlindungan konsumen.” Salah satu regulasi awal yang diterbitkan
OJK adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1 Tahun 2013), yang kemudian

disempurnakan menjadi Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang

6 Annisa Arifka Sari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di
Indonesia,” Supremasi Jurnas Hukum 1, no. 1 (2018): 25.

7 Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas
Jasa Keuangan (Ojk),” Negara Hukum 4, no. 2 (2013): 156.



Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 6
Tahun 2022). Sebagai tindak lanjut dari kebijakan perlindungan konsumen tersebut,
OJK pada tahun 2014 juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK
No. 1 Tahun 2014). Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan
lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).®

Namun, dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks mendorong
OJK melakukan pembaruan regulasi melalui Peraturan OJK Nomor
61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan (LAPS SJK). Regulasi ini lahir sebagai respon terhadap perkembangan
teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa
yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sebelumnya, penyelesaian sengketa
dilakukan secara terpisah melalui enam lembaga berbeda, yaitu: Badan Mediasi dan
Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
(BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan
Mediasi~Perusahaan” Penjamin Indonesia” (BAMPPI), dan” Badan Mediasi
Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).’

Meskipun POJK Nomor 61/POJK.07/2020 telah menetapkan LAPS SJK

sebagai lembaga tunggal penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, namun

8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,JDIH OJK.

% Bagus Gede Ari Rama, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-
SJK: Perspektif Kepastian Hukum,” International Conference Towards Humanity Justice for Law
Enforcement and Dispute Settlement 1, no. 1 (2022): 24.



dalam praktiknya masih terdapat ruang diskursus mengenai kedudukan hukum
putusannya. Hal ini berkaitan dengan sifat putusan yang final dan mengikat (final
and binding) serta bagaimana kekuatan eksekutorialnya jika dibandingkan dengan
putusan lembaga peradilan umum. Ketidakjelasan mengenai ada tidaknya upaya
banding dalam mekanisme LAPS SJK seringkali menjadi keraguan bagi para pihak
dalam memilih forum ini sebagai sarana penyelesaian sengketa.

LAPS SJK) merupakan lembaga khusus yang menangani sengketa di sektor
jasa keuangan. Lembaga ini dibentuk karena pengaduan konsumen yang
diselesaikan secara internal oleh pelaku usaha jasa keuangan sering gagal mencapai
kesepakatan, seperti disebutkan pada bagian menimbang huruf a pada POJK No.
61/POJK.07/2020. Selain itu, konsumen sering tidak mengetahui ke mana harus
mengajukan pengaduan atau penyelesaian sengketa, dan posisi konsumen yang
cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha juga menjadi salah satu dasar
pembentukan LAPS SJK.!°

Ruang lingkup pengaturan dalam POJK tersebut mencakup seluruh sektor
jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, baik konvensional maupun
berbasis~syarT'ah. Ketentuan "ini meliputi ~lembaga™ perbankan, perusahaan
pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, serta lembaga keuangan mikro.
Melalui penerapan LAPS SJK, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat
dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi

konsumen serta pelaku usaha jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

' Dona Budi Kharisma, “Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology,” Perspektif 26, no. 3 (2021): 2.



Dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan harus diarahkan untuk
mencapai kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), sebagaimana ditegaskan
dalam kaidah fighiyyah:

ndaliadl d sie die 50 Lo ala¥) Caeas

Setiap kebijakan dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan
(maslahah) masyarakat da n menghindari kemudaratan. Regulasi yang membawa
manfaat bagi kepentingan umum wajib dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi
secara berkelanjutan, sedangkan aturan yang menimbulkan kemudaratan perlu
dihindari. Prinsip ini sejalan dengan konsep Magasid asy-Syari‘ah yang
menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam, terutama dalam
menjaga 5 (aspek) utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.!> Dalam
konteks hukum ekonomi syariah, prinsip maslahah menjadi landasan bagi setiap
kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan agar mampu
menghadirkan manfaat, keadilan, serta keseimbangan bagi seluruh pihak yang
terlibat.

Penerapan prinsip maslahah tercermin dalam kebijakan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan,.Nomor 6 1/POJK.07/2020 tentang l.embaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang menyatukan berbagai lembaga
penyelesaian sengketa menjadi satu sistem terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan

meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memperluas akses masyarakat terhadap

"H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyesuaikan
Masalah-Masalah Yang Pratis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).15.

12 MA Tgk, Dr. Safriadi, S.HI, Magashid Al-Syari’ah & Mashalah (Sefa Bumi Persada,
2021). 199.



keadilan di sektor jasa keuangan, termasuk pada lembaga keuangan syariah. Namun
demikian, terdapat dugaan bahwa pelaksanaan POJK tersebut belum sepenuhnya
sejalan dengan prinsip Magasid asy-Syari ‘ah, khususnya dalam hal aksesibilitas
penyelesaian sengketa bagi masyarakat dan keselarasan norma-norma yang diatur
dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Berdasarkan hal tersebut maka
menarik dan penting untuk penulis melakukan riset dengan judul “Analisis
Terhadap POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam Penyelesaian Sengketa Sektor

Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana fungsi dan kedudukan LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa
sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61 Tahun
20207
2. Bagaimana! kesesuaian POJK' Nomor “61/POJK.07/2020 dalam perspektif

Magasid asy-Syart‘ah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian:
a. Untuk menganalisis fungsi dan kedudukan LAPS SJK dalam penyelesaian
sengketa sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61

Tahun 2020.



b. Untuk menganalisis kesesuaian POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam

perspektif Magdasid asy-Syari‘ah.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan objek
penelitian. Setelah menelaah berbagai sumber relevan, penulis menyusun telaah
pustaka sebagai landasan teoritis. Tujuannya adalah untuk mengkaji permasalahan
terkait penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui LAPS SJK serta
meninjau perbedaan dan relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini.
Pertama, Penelitian Baiq Inti Dhena Sinayang (2022) berjudul “Alternatif
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
dan LAPS dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”'® dalam
Jurnal Dharmasisya Fakultas Hukum Universitas Indonesia membahas mekanisme
penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan LAPS OJK serta menganalisis
peran keduanya dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca
terbitnya POJK No. 61/POJK.07/2020. Dengan metode yuridis. normatif, penelitian
tersebut menyoroti perlunya harmonisasi antara regulasi OJK dan prinsip hukum
Islam agar penyelesaian sengketa syariah berjalan efektif dan adil. Adapun
perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian
ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap POJK No. 61/POJK.07/2020

dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan syariah berdasarkan prinsip

13 Baiq Inti Dhena Sinayang, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui
Badan Arbitrasesyariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek
Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” DHARMASISYA: Jurnal Program Magister
Hukum FHUI 2, no. 3 (2022).



magqasid syari ‘ah, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif
terhadap efektivitas dan keselarasan norma dalam peraturan tersebut.

Kedua, Skripsi Aprillia Cahyapratiwi (2025) berjudul “Model Penyelesaian
Sengketa Sektor Keuangan Syariah Melalui LAPS SJK Perspektif Maslahah”!*
mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa keuangan syariah melalui LAPS SJK
berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 sebagai lembaga tunggal pengganti enam
lembaga sebelumnya. Dengan metode yuridis normatif dan studi pustaka, penelitian
ini menunjukkan bahwa LAPS SJK efektif memberikan kemudahan dan kepastian
hukum melalui tiga layanan utama, yaitu mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat
(binding opinion). Dari perspektif hukum Islam, LAPS SJK tergolong maslahah
mursalah bersifat hajiyyah karena berperan menjaga harta (hifz al- mal) dan
mewujudkan keadilan di luar pengadilan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam
hal fokus terhadap dampak POJK No. 61/POJK.07/2020 terhadap sistem
penyelesaian sengketa syariah, namun berbeda karena penelitian ini
menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap keselarasan norma dan prinsip
magqasid.syari ‘ah dalam penerapan peraturan tersebut.

Ketiga,” Skripsi M. "Gusti ‘Andhika "Putra (2025) berjudul “Efektivitas
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam

15

Penyelesaian Sengketa Perbankan”"> mengkaji peran dan kinerja LAPS SJK dalam

menyelesaikan sengketa perbankan di luar pengadilan. Penelitian ini menyoroti

14 Aprillia Cahyapratiwi, “Model Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Syariah Melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Perspektif Maslahah
(Studi Terhadap Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020),” 2025.

15 M. Gusti Andhika Putra, “Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan” (Universitas Lampung, 2025).
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dasar hukum penyelesaian sengketa perbankan serta efektivitas LAPS SJK sebagai
forum non-litigasi yang dibentuk oleh Self Regulatory Organization (SRO) dan
asosiasi sektor jasa keuangan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan
menggunakan metode hukum normatif-empiris dan pendekatan non-judicial case
study, penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh
melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif, dasar hukum penyelesaian sengketa
perbankan telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang
Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik, serta POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Keuangan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa
efektivitas LAPS SJK dalam praktik masih belum optimal, ditandai dengan
rendahnya jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan
arbitrase dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima, sehingga LAPS
SJK belum dapat dikatakan efektif. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini
terletak pada fokus kajian dan objek regulasi, di mana penelitian ini secara khusus
menitikberatkan pada analisis yuridis POJK'No. 61 Tahun 2020 dalam penyelesaian
sengketa sektor jasa keuangan syariah serta mengaitkannya dengan prinsip magqasid
syari‘ah, sehingga menawarkan perspektif normatif yang lebih komprehensif
terhadap efektivitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa

keuangan syariah.
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E. Kerangka Teoritik

Teori Magqasid asy-Syart‘ah

Magqasid asy-Syari‘ah terdiri dari dua kata, yaitu al-magqdsid dan al-
syari'ah, yang hubungan keduanya membentuk bentuk hubungan gramatikal
mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata al-magqdsid merupakan bentuk jamak dari al-
magsad, yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan “syari‘ah” sejatinya berarti
hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah, dijelaskan melalui sunnah
Nabi, maupun dihasilkan oleh para mujtahid berdasarkan ketetapan Allah atau
penjelasan Nabi. Karena kata “maksud” dihubungkan dengan kata syariah, maka
yang dimaksud bukan hukum itu sendiri, melainkan pembuat hukum syari’.!®
Dengan demikian, Magasid asy-Syari ‘ah berarti “apa yang dimaksud oleh Allah
dalam menetapkan hukum” atau “tujuan yang ingin dicapai oleh Allah melalui
penetapan suatu hukum.”

Dalam kajian ilmu Ushul Figh, terdapat istilah al-hikmah yang dimaknai
sebagai tujuan atau makna di balik penetapan suatu hukum.

AlSAY) g i (e B3 gucailall Al

Dengan demikian, Magasid asy-Syart‘ah” memiliki makna yang sama
dengan kata hikmah.'”

Sebagaimana dikutip oleh Indra dalam buku Magasid al-Syari‘ah al-

Islamiyyati karya Muhammad Thahir Ibn Ashur, dijelaskan bahwa tujuan-tujuan

16 Hasrul Zen, “Kajian Istinbath Magasid Al-SyarP’ah Dalam Bidang Ekonomi,” Jurnal
Media Akademik 2, no. 12 (2024), him.4.

17 KH. Nawawi, Ushul Figh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Magashidy (malang:
Literasi Nusantara, 2020).
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syariat yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui penerapan hukum Islam terbagi
menjadi dua kategori, yaitu Magasid al-Syari‘ah al-‘ammah dan Magasid al-
Syari‘ah al-khdssah. Magqasid al-Syari‘ah al-‘ammah mencakup hal-hal yang
menjadi perhatian Allah dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum syariat,
yang tidak terbatas pada satu jenis hukum tertentu. Ibn Ashur menetapkan empat
kriteria bagi Magasid al-Syari ‘ah al- ‘ammah, yaitu bersifat tetap, jelas, terukur, dan
otentik, sebagaimana terlihat pada contoh tujuan menjaga keturunan melalui
pensyariatan pernikahan. Sementara itu, Maqgasid al-Syari ‘ah al-khdassah berkaitan
dengan tujuan-tujuan spesifik yang dikehendaki Allah dalam rangka merealisasikan
kemaslahatan manusia melalui perilaku dan tindakan hukum tertentu. Dalam
konteks penelitian ini, pemikiran Ibn Ashur menjadi landasan penting untuk menilai
sejauh mana Magasid al-Syari‘ah tercermin dalam kebijakan Otoritas Jasa
Keuangan melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang penyelesaian sengketa
sektor jasa keuangan syariah, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dan

pemerataan akses keadilan.'®

F. MetodePenelitian
1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis
empiris yang dalam pelaksanaannya juga memanfaatkan temuan-temuan dari

ilmu hukum empiris dan bidang ilmu lain sebagai bahan pendukung dalam

'8 indra, “Maqasid Asy-Syari‘ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin ‘asyar” (Tesis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).
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melakukan analisis hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan perundang-undangan.'® Peraturan perundang-undangan yang
akan dikaji dari aspek yuridis empiris dalam penelitian ini adalah POJK Nomor
61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji ketentuan
perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus pada aksesibilitas
penyelesaian sengketa bagi masyarakat serta keselarasan norma-norma yang
diatur di dalam LAPS SJK dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dalam perspektif maqasid syari‘ah.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris,
yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang
tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang
relevan. Terdapat dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).’’. Pendekatan ' perundang-undangan = digunakan . karena objek
penelitian ini yaitu POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pendekatan ini
dilakukan untuk mengkaji isi dan substansi peraturan tersebut serta peraturan
lain yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa

keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian implementasi POJK

19 Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” Jurnal
Yustitia 19 (n.d.).

20 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif, CV
Pustaka Setia (bandung, 2021).
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Nomor 61/POJK.07/2020 dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu,
pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar yang
melandasi kebijakan tersebut, seperti aksesibilitas penyelesaian sengketa dan
keselarasan norma hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan POJK Nomor
61/POJK.07/2020 dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan-pendekatan
tersebut  digunakan untuk menganalisis penerapan POJK  Nomor
61/POJK.07/2020 dalam penelaahan yuridis-empiris melalui peraturan
perundang-undangan serta dalam perspektif Magasid Syari‘ah
. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yang diambil oleh penulis meliputi data
primer, dan data skunder.
a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh
dari objek yang diteliti melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini,
data primer diperoleh yaitu Lopran Tahunan LAPS SJK (2022-2024) dan melalui
wawancara‘dengan dosen fakultas syariah dan hukum sebagia ahli hukum.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan dari lapangan,
tetapi studi kepustakaan dengan membaca dan mengutip, jurnal, serta bahan
yang lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:
1) Bahan hukum primer, yaitu:

a) POJK Nomor 61 Tahun 2020
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b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

¢) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal, skripsi, artikel, dan
internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung antara bahan
hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa
Indonesia, dan ensiklopedia.21

4. Teknik Pengumpulan Data
Penyusun dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan
informasi dari berbagai sumber serta memperoleh data secara langsung dari
narasumber sebagai penguat hasil penelitian yang berguna untuk data penelitian.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:

1) Teknik Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari
berbagai tahapan. Proses yang dilakukan dalam observasi meliputi
pengamatan dan ingatan.?? Dalam hal ini peneliti melakukan pra-penelitian
sebelum melaksanakan penelitian secara maksimal dengan tujuan

memperoleh hasil penelitian yang baik.

21 U. Sulung dan M. Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder,
Dan Tersier.,” Edu Research 5, no. 3 (2024), him.112.

22 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan
Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial,” Jurnal At-Tagaddum 8, no. 1 (2016).
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Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada pengamatan
terhadap POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan peraturan lain yang berkaitan
dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
(LAPS SJK). Pengamatan ini bertujuan untuk memahami isi dan substansi
peraturan tersebut, serta melihat bagaimana peraturan ini berkaitan dengan
regulasi lain dan dampaknya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di
sektor jasa keuangan. Melalui observasi terhadap peraturan yang ada,
penelitian ini  dapat menilai tujuan penerapan POJK Nomor

61/POJK.07/2020 dalam sistem hukum penyelesaian sengketa keuangan.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, melainkan melalui
dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya
ilmiah.>* Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi POJK
Nomor 61/POJK.07/2020, peraturan lain yang berkaitan, serta buku dan
referensi. yang membahas_ tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan maqashid syariah.

3) Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi langsung antara

pewawancara dan informan melalui tatap muka atau tidak tatap muka, di

2013).

23 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: alfabeta,
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mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun untuk

memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian.?*

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data secara sistematis
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif sehingga
memudahkan dalam memahami serta menafsirkan data. Melalui analisis
tersebut, diperoleh kesimpulan untuk menjawab isu yang dibahas dalam

penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh
penyusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar-belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode
penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan
sistematika dan kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan.

Bab kedua membahas landasan normatif yang terkandung dalam POJK

Nomor 61/POJK.07/2020, khususnya terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa

24 Muhammad Wahdini, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: K-Media,
2024), him. 81.
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Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Pada bab ini
dijelaskan secara rinci peran dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan
pengawasan sektor keuangan, termasuk pembentukan Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Bab ini juga
menguraikan bagaimana kewenangan tersebut mendukung terciptanya mekanisme
penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan terintegrasi. Dengan demikian, bab ini
memberikan pemahaman mengenai dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan
OJK dalam pembentukan dan penyelenggaraan LAPS SJK.

Bab ketiga menguraikan ketentuan pokok yang terdapat dalam POJK
Nomor 61/POJK.07/2020, yang mengatur tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Bab ini membahas regulasi utama
terkait pelaksanaan LAPS SJK serta menjelaskan dinamika pengaturan dan
penerapannya dalam lembaga jasa keuangan.

Bab keempat menjelaskan hasil analisis mengenai kemaslahatan penerapan
POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Penulis menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi penerapan. peraturan_ tersebut serta manfaatnya bagi penyelesaian
sengketa-di sektor jasa'’keuangan. Selain itu, ‘analisis dilakukan melalui perspektif
maqgashid syariah untuk menilai sejauh mana penerapan peraturan ini
mencerminkan prinsip kemaslahatan. Bab ini bertujuan mengkaji faktor-faktor
penerapan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan analisisnya dalam perspektif
maqashid syariah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait

isu-isu yang mungkin muncul di masa mendatang sehubungan dengan penerapan
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POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Penulis menyimpulkan hasil analisis yang telah
dibahas pada bab-bab sebelumnya, baik mengenai tujuan penerapan peraturan
tersebut maupun analisisnya dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, bab ini

juga memuat rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut terkait penerapan

POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan arah penelitian selanjutnya.



BAB YV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1.

Secara yuridis, Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 memiliki kedudukan
sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki Pasal 7 ayat (1) UU No.
12/2011 yang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibentuk
berdasarkan kewenangan atributif dari Undang-Undang Otoritas Jasa
Keuangan. Fungsi utama regulasi ini adalah melakukan transformasi sistem
penyelesaian sengketa dari mekanisme multi-bar yang terfragmentasi menjadi
Single Bar System melalui satu lembaga tunggal, yaitu LAPS SJK. Hal ini
membawa implikasi penting di mana prinsip kesukarelaan dalam pemilihan
forum yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dikesampingkan oleh sifat
mandatori (mandatory) POJK ini sebagai lex specialis, guna memberikan
standar perlindungan konsumen yang seragam dan kepastian hukum di seluruh
sektor jasa keuangan. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 memberikan kepastian
hukum melalui putusan LAPS SJK yang bersifat final dan'mengikat, tidak dapat
diajukan banding, serta memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan

pengadilan setelah didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

. Ditinjau dari perspektif maqasid syari‘ah, Peraturan OJK Nomor

61/POJK.07/2020 telah memenuhi prinsip-prinsip Maqgashid Syariah yang
dirumuskan oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, baik dalam dimensi tujuan

umum maupun khusus. Secara umum (A4/- ammah), regulasi ini mewujudkan

95
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perlindungan harta (hifz al-mal) melalui efisiensi biaya serta menghilangkan
kesulitan (raf'ul haraj) bagi konsumen melalui aksesibilitas layanan berbasis
digital yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Secara khusus (A4!/-
khassah), penerapan sentralisasi satu lembaga dan kewajiban pelaku usaha
untuk patuh terhadap putusan merupakan bentuk penegakan ketertiban sistem
(Al- indibat) serta transparansi informasi (Al-Wudhuh) yang bertujuan
menghilangkan unsur ketidakjelasan (gharar) prosedural dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah.
B. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai dampak
pengintegrasian lembaga penyelesaian sengketa menjadi satu pintu (Single Bar
System) terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen di sektor
jasa keuangan syariah. Penting juga untuk melakukan studi komparatif dengan
lembaga penyelesaian sengketa lain guna memetakan sinkronisasi kewenangan,
serta mengeksplorasi potensi pengembangan prosedur yang lebih adaptif bagi
masyarakat dengan literasi rendah agar tetap selaras dengan prinsip kemudahan
(taysir) dalam Maqashid Syariah.

2. Bagi pemerintah (OJK) sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih
intensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK,
khususnya kepada masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat literasi keuangan
rendah agar tidak terjadi kesenjangan akses keadilan. Perlu juga ditingkatkan

pendampingan administratif bagi konsumen pemula untuk meminimalisir
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penolakan permohonan sengketa serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi

masyarakat dalam mencari keadilan di sektor jasa keuangan.
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